
--~-- 4. Undang 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang 
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3684) ; 

ten tang 
(Lembaran 
Lernbaran 

2. Undang-undang Nornor 5 Tahun 'i974 
Pokok-pokok Pernerintahan Di Daerah 
Negara Tahun 1974 Nornor 38, Tambahan 
Negara Nornor 3037) ; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) 

c bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagai­ 
mana dimaksud huruf b, perlu mengatur kembali 
Pajak Hiburan yang ditetapkan dalam Peraturan 
Dae rah. 

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting­ 
kat II Pati Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pajak 
Pertunjukan dan Keramaian Umum perlu disesuai­ 
kan ; 

a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang No­ 
mor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pajak Pertunjukan dan Kera­ 
maian Umum diubah menjadi Pajak Hiburan 

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI 
NOMOR 2 TAHUN 1998 

T E N T A N G 
PAJAK HIBtJRAN 

Mengingat 

Menimbang 

PEMERINTAH KABUPATEN UAERAH TINGKAT II PATl 

.. 

,, 

l. 

• • 

' 



Bt-,B I •• i,J_ ... 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI 
TENTANG PAJAK HIBURAN. 

M E M U T U S K A N 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Pati Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. 

Bidang Pajak Daerah ; 

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 
1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di 

1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak 
Daer-ah ; 

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 

) " • 3691 

tentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun 
1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

.1997 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3686) ; 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3685) ; 
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h. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang 
yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat 
dan atau mendengar atau menikmatinya atau 
menggunakan fasilitas yang disediakan oleh 
penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, 
karyawan, artis dan petugas yang menghadiri 
untuk melakukan tugas pengawasan; 

i. Tanda . ·"f .. 

g. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau 
badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk 
dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas 
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ; 

f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, dan 
atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun 
yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang 
dengan dipungut bayaran, tidak termasuk peng­ 
gunaan fasilitas untuk berolah raga ; 

e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak 
adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan 
hiburan 

d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapa­ 
tan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati ; 

c Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala 
Daerah Tingkat II Pati 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Pati ; 

Pa.ti ; 
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 

Pasal .1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 



O O s u (' a. t O M ",· 0 H 

n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan. yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, 
adalah Surat Keputusan yang menentukan tamba­ 
han atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang 
masih harus dibayar ; 

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok 
-, 

Keputusan yang menentukan besarnya jumlah 
pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, 

Surat selanjutnya d1s1ngkat SKPDKB adalah 
m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 

ter-utang ; 
yang pajak j umlah be sa r-nya me ne rrt uka n 

l. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPO adalah Surat Keputusan yang 

k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan 
oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran 
atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas 
Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan 
oleh Bupati Kepala Daerah. 

selanjutnya disingkat SPTPO adalah surat yang 
digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan 
penghitungan dan pembayaran Pajak yang 
terutang menurut Peraturan Perundang-undangan 
Perpajakan Daerah ; 

yang Dae rah Pajak j .. SLwat 

i. Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang 
sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang 
dapat digunakan untuk menonton, menggunakan 
atau menikmati hiburan ; 
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a. Pertunjukan film ; 
b. Pertunjukan kesenian dan seJen1snya 
c. Pagelaran musik dan tari 

d , Diskotil, .. }IS ... 

(3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Pasal ini antara lain : 

pe nye 1 e ngga. r aa n (2) Obyek Pajak adalah semua 
h ib ur a n • 

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas 
penyelenggaraan hiburan. 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK 

Pasal 2 

r. Pejabat adalah Pejabat yang ditunjuk oleh 
Bupati Kepala Oae(ah Tingkat II Pati 

tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa 
bunga dan atau denda. 

yang selanjutnya 
untuk melakukan 

q. Surat Tagihan Pajak Daerah 
disingkat STPD adalah surat 

p. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang 
selanjutnya disingkat SKPON, adalah Surat 
Keputusan yang rnenentukan jumlah pajak yang 
terutang sama besarnya dengan kredit pajak, 
atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit 
paj a k ; 

o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat 
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan 
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak 
lebih besar dari pajak terutang atau tidak 
seharusnya terutang; 
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4 .. Golonqan .. ..J1$ ... 

delapan persen). 
3. Golongan A I sebesar 26 % (dua puluh enam 

persen). 

.L Golon9an {:j II Utama sebesar· 30 % (tiga 
puluh pe r s e n }, 

2. Golongan A I I sE,,,besar 28 % (dua puluh 

Besarnya Tarip Pajak untuk setiap jenis hiburan 
adalah : 
a. Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum 

yang menggunakan sarana film ditetapkan: 

Pasal 5 

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran 
atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan 
atau menikmati hiburan. 

BAB III 
DASAR PENGENAAN, DAN TARIP PAJAK 

Pasal 4 

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan 
yang menyelenggarakan Hiburan. 

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan 
yang menonton dan atau menikmati. 

Pasal 3 

f. Klab malam 
g. Permainan billyard 
h. Permainan ketangkasan 
i. Panti Pijat 
j. Mandi uap; 
k. Pertandingan olah raga. 

e , Ka r ao ke ; 

d , Diskotik ; 

- 6 - 



j .. Untuk .. ", ...... 

p e rs.e n ) ; 
(sepuluh i. Untuk Kolam Pancing sebesar 10 

h. Untuk Permainan Ketangkasan dan sejenisnya 
ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen) ; 

(lima belas persen) ; 
g. Untuk Pemainan Bilyard ditetapkan sebesar 15 % 

( sepuluh persen ) ; 
10 % sebesar· di t.e t ap ka n f. Untuk fitness 

persen); 
e. Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh 

d. Untuk Diskotik, Disko Bar, ditetapkan sebesar 
35 % (tiga puluh lima persen) ; 

c. Untuk Pertunjukan/Pergelaran Musik dan Tari 
ditetapkan sebesar 15 % (lima belas persen); 

per-sen); 
kecantikan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh 

korrt.e s busana, pamer·an seni, pamer·an 
sirkus, tradisional, pertunjukan kesenian 

la:in antara Kesen:ian b. Untuk Pertunjukan 

persen). 
8. Jenis keliling sebesar 10 % ( sepuluh 

per-sen). 

r: Golon~ian B I seebesar· 20 ~ (dua puluh . __ ) . "' 
per·sen). 

6. Golongan c sebesar 17 % ( tujuh be las 
per-s.en ) , 

7. Golongan D sebesar 13 % ( tiga be las 

4. Golongan B II sebesar 24 % (dua puluh empat 
persen). 
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(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD. 

Pasal 9 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat 
penyelenggaraan Hiburan. 

Pasal 8 

(, "'' ·), "'nrpc· .U. .z, .~)I" ) • • ., " " " 

lamanya Masa Pajak adalah jangka waktu yang 
1 ( satu ) bulan takwim. 

Pasal 7 

BAB V 
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN 

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Peraturan Daerah ini. 
Pa.sal 4 dimaksud seba,gaimana Pengenaan 

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara 
mengalikan Tarip sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan Dasar 

Wilayah (1) Pajak yang terutang dipungut di 

Pasal 6 

BAB IV 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK 

sebesar 10 % (sepuluh persen). 
ditetapkan Raga Pertandingan Olah k , Untuk 

j. Untuk Kolam Renang ditetapkan sebesar 10 % 
(sepuluh persen) ; 
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(2) Dal am .. ~ .. 

menghi­ 
pajak 

Peraturan Daerah ini. digunakan untuk 
tung. memperhitungkan dan menetapkan 
sendiri yang terutang. 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 
SPTPO (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri 

Pasal 11 

adminsitrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan dan di.tagi.h dengan menerbit­ 
ka n STPO .. 

sanksi dikenakan SKPD ell te r i. ma, sejak 

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) Pasal ini tidak atau kurang bayar setelah 
lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 

dalam 
Kepala 
dengan 

(1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud 
Pasal 10 ayat (1) Pasal ini, Bupati 
Daerah menetapkan Pajak yang terutang 
menerbitkan SKPO. 

BAB VI 
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK 

Pasal 10 

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD 
ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
harus disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah 
selambat-lambatnya 15 ( lima belas ) hari 
setelah berakhirnya masa pajak. 

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini harus diisi dengan jelas. benar dan 
lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak 
atau kuasanya .. 

- 9 - 



c. Apabila --~-- 

jangka waktu yang ditentukan dan telah 
ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua pufuh ernpat) 
bulan dihitung sejak saat terutangnya 
pajak. 

) 
'--' 

dalam b. Apabila SPTPD tidak disampaikan 

terutangnya bulan dihitung sejak saat 
pajak. 

administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua 
persen) sebulan dihitung dari pajak yang 
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) 

dikenakan sanksi bayar, kurang atau 

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau 
keterangan lain pajak yang terutang tidak 

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf a Pasal ini diterbitkan 

c. SKPDN. 
b. SKPDKBT 
a. SKPDKB ; 

(2) Dalam jangka waktu 5 ( lima ) tahun sesudah 
saat terutangnya pajak, Bupati Kepala Daerah 
dapat menerbitkan: 

- 10 - 



(7) Penambahan ... A). .... 

administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) 
sebulan .. 

sanksi STPD dit:ambah dengan rnenerbit:kan 

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang 
dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini tidak 
atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka 
waktu yang telah ditentukan. ditagih dengan 

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah 
pajak yang terutang sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang 
dan tidak ada kredit pajak. 

(4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat ~) 
huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemu­ 
kan data baru atau data yang semula belum 
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah 
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi 
administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % 
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 
t.e r s eb ut .. 

adminsitrasi berupa kenaikan sebesar 25 % 
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak 
ditambah sanksi administrasi berupa bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlambat 
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 

C .. t1pabi la ke,...,aj iban mengisi SPTPD tidak 
d i pe nuh L, Paj a k yang tE,n1tang di hi tung 
secara jabatan, dan di ke na ka n sanksi 

- 11 -· 



(3) (rngsuran . Jf),. 

(2) Bupati Kepala Daerah dapat rnernberikan perse­ 
tujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur 
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, 
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

(1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus 
a.tau lunas. 

Pasal 13 

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan 
dengan menggunakan SSPD. 

lambatnya 1 x 24 jam atau dalarn waktu yang 
ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah. 

selarnbat- Daer-ah disetor ke Kas har us 

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat 
lain yang ditunjuk, has1l penerimaan pajak 

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau 
tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala 
Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam 
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. 

Pasal 12 

BAB VII 
TATA CARA PEMBAYARAN 

perne rI ks aa n , 

melaporkan 
tindakan di Lak ukan sebelum 

dikenakan apabila Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

terutang yanq Pajal-<: (7) Penambahan jumlah 

- 12 -· 



8{1B .... .dj. 

ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah. 

(2) Bentuk jenis, Ls L, ukuran tanda bukti 
pembayaran dan buku penerimaan pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal i n i , 

(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal n Peratura.n Oaerah ini diberil<an 
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku 
penerimaan. 

) 
'- 

Pasal 14 

menunda pembayaran serta tata cara pembayaran 
angsuran dan penundaan sebagaimana pada ayat 
(2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh 
Bupati Kepala Oaerah. 

mengangsur dan dapat untuk (5) Pe r s ya r-a t a n 

pembayaran pajak sampai batas waktu yang 
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang 
ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2 % 
(dua persen) sebulan dari jurnlah pajak yang 
belum atau kurang bayar. 

menunda tujuan kepada Wajib Pajak untuk 
(4) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan perse- 

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) Pasal ini. harus 
dilakukan secara teratur dan berturut-turut 
dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua 
persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum 
atau kurang dibayar. 
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Pasal .. ~- .... 

segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. 

Pejabat Paksa, pemberitahuan Surat tanggal 
dilunasi dalarn jangka waktu 2 x 24 jam sesudah 

tidak dibayar yang harus pajak Apa.bi la 

Pasal 17 

(2) Pejabat rnenerbitkan Surat Pa~sa segera 
setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak 
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis. 

ditagih jurnlah pajak yang harus dibayar 
dengan Surat Paksa. ) ,,__., 

Pasal 16 
(1) Apabila jumlah pajak yang rnasih harus dibayar 

tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana 
ditentukan dalarn Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau Surat lain yang sejenis, 

(3) Surat Teguran. Surat Peringatan atau surat 
lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat. 

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah 
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak 
harus melunasi pajak yang terutang. 

,-....;;;.,. 

pembayar-an. 
tempo 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh 

di kel ua r ka n pajak penagihan pelaksanaan 

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau 
surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan 

BAB VIII 
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 15 
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BAB X ••• " .. 

Bupati Kepala Daerah. 

cara pemberian pengurangan, keringanan 
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud 
ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh 

(2) Tata 
dan 
pad a 

(1) Bupati Kepala Oaerah berdasarkan permohonan 
1,Jaj ib Pajak dapat memberikan pengyrangan, 
keringanan dan pembebasan Pajak. 

__ ) 

BAB IX 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK 

Pasal 21 

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan 
untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetap­ 
kan oleh Bupati Kepala Daerah. 

Pasal 20 

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, 
tanggal. jam dan tempat pelaksanaan lelang Juru 
Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada Wajib Pajak. 

Pasal 19 

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum 
juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 
(sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat 
Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengaju­ 
kan permintaan penetapan tanggal pelelangan 
kepada Kantor Lelang Negara. 

Pasal 18 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
diterima, sudah harus memberikan keputusan. 

( 4) t1pab i la . ·· ,tj .... 

(3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 
surat permohonan bu1an 

(:2) Permohonan pembetulan,pembatalan. pengurangan 
ketetapan dan penghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi atas SKPD,SKPDKBT dan 
STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 
ini harus disampaikan secara tertulis oleh 
Wajib Pajak kepada Bupati Kepala Daerah, atau 
Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh 
hari) sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB. 
SKPOKBT dan STPD dengan memberikan alasan 
yang jelas .. 

kesalahannya. 
Pajak atau bukan karena \!Jaj ib lafan 

administrasi berupa bunga denda dan 
kenaikan pajak yang terutang dalam hal 
sanksi tersebut dikenakan karena kekhi- 

sanksi atau menghapuskan c. mengurangkan 

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan 
pajak yang tidak benar ; 

Perpajakan Daerah ; 
Perundang-undangan Per-aturan penerapan 

a tau dan 
kesalahan ter·dapat 

hi t unq , 

dalam penerbitannya 
tulis, kesalahan 
kekeliruan dalam 

yang STPD a t a u 

(1) Bupati Kepala Daerah karena jabatan atau atas 
permohonan Wajib Pajak dapat : 
a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT 

Pasal 2:2 

B~~B X 

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, 
PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU 

PENGURANGAN SANKS! AOMINISTRASI 
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( 4) Apab i la .. ~- . 

sebagairnana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini 
diterima, sudah mernberikan keputusan. 

keberatan seJak tanggal surat permohonan 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 

dalam (3) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat 

diluar l<::,c?.adaa-n karena dapat dipenuhi 

pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan 
secara tertulis dalarn Bahasa Indonesia paling 
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterirna 
oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak 
dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak 

dirnaksud sebagairnana k:ebE:ffatan Perrnohonan ( ,'",) .L 

e. SKPON. 

a SKPO 

l;r .. SKPDKB 
c: .. SKPOKBT; 
d. SKPDLB 

suatu : 

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati Kepala Oaerah atau Pejabat atas . '- 

BAB XI 
KEBERATAN DAN BANDING 

Pasal 23 

administrasi dianggap dikabulkan. 
pengurangan a tau 

dan 
sanksi 

ketetapan pengurangan pembatala.n, 
pen~Jhapusan 

memberikan keputusan, permohonan pembetulan, 
tidak Bupati Kepala Daerah atau Pejabat 

(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, 

- 17 -- 



Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, 
keleb1han pembayaran pajak dikembalfkan dengan 
ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) 
sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) 
b u l a n , 

sebagaimana dimaksud pada 

Q,•.r::;, ''1 I N 1.:,,/ ri l:) )\ • , ., .. 1~ ,. I<.,, H 14 !~ 

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2} Peraturan Daerah ini a.tau banding 

Pasal 25 

mernbayar paj a k , 
ls:ev..iaj i ban menunda ini tidak Pasal ( ) 1, ayat 

(2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada 

diterimanya keputusan keberatan. 
setelah bulan (tiga) j a nqka to\laktu 

dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Badan 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada 

Pasal 24 

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban 
membaya r pa j ak , 

keberatan dianggap dikabulkan. 
permohonan Keputusan, memberikan tidak 

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) 
bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
Pasal ini Bupati Kepala Daerah atau Pejabat 
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( 6) f'>ipab i 1 a .. ;{- .. 

menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan 
Paj a f\ ( SPMKP) .. 

dengan bulan sejak diterbitkannya SKPDLB 
dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) 

terleb1h dahulu utang pajak dimaksud. 

pajak pembayaran kelebihan (5) Pengembalian 

me I unas i urrt uk diperhitungkan 1 a n<.:J:,s u ng 
(2) Pasal ini pada ayat: mana d l ma ks ud 

(4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak 
lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagai- 

pada ayat (2) Pasal ini dilampaui Bupati 
Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan 
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan 
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan 
SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling 
lama 1 (satu) bulan. 

) 

waktu sebagaimana dimaksud jangka (;,;) A b.l \- pa 1. a 

memberikan keputusan. 
harus i ni dimaksud pada ayat (1) Pasal 

pengembalian 
sebagaimana pajak pembayaran kelebihan 

sejak diterimanya permohonan 
jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan 

dalam (2) Bupati Kepala Daerah atau Pejabat 

kepada Bupati Kepala Daerah atau Pejabat 
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang­ 
kurangnya: 
a. Nama dan alamat Wajib Pajak 
b. Masa Paj ak ; 

c. Besarnya kelebihan pembayaran Pajak; 
d. Alasan yang jelas. 

pajak kelebihan pembayaran pe n~~emba l i an 
permohonan Pajak dapat mengajukan (l) 1;.)ajib 

B{:,B XI I 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAVARAN PAJAK 
Pasal 26 

''" .19 -· 



BAB ><IV ..... I( ... 

b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak 
balk langsung maupun tidak langsung. 

a.tau ; 
a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa 
ap abi la :; 
dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh 

sE:ibaga i ma na paj a k pena,;iihan (?) Kedalu1,var::\a 

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedalu­ 
warsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) 
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, 
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak 
pidana dibidang Perpajakan Daerah. 

Pasal 28 

BAB XIII 

sebagai bukti pembayaran. 

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan 
dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud 
dal am Pasa 1 ~,t£ av a t ( 4) Per-atur--an Daer--ah i n i , 

pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah­ 
bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku 

Pasal 27 

pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) 
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. Bupati 
Kepala Daerah atau Pejabat memberikan irnbalan 
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pajak. 

pembayaran (6) Apabila pengembalian kelebihan 
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(2) Wewenang ··-~·-· 

Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang 
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan 
penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan 
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang­ 
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana. 

Pasal 31 

BAB XV 
PENYIDIKAN 

tertentu di (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 29 
Peraturan Oaerah ini tidak dituntut setelah 
melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak 
saat terutangnya pajak dan berakhirnya Masa 
Pajak. 

Pasal 30 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak 
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 
benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugi­ 
kan keuangan Oaerah dapat dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan 
atau denda paling banyak 4 (empat) kali 
jumlah pajak yang terutang. 

,.... 
' ', 

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak 
menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak 
benar atau tidak lengkap atau melampirkan 
keterangan yang tidak benar sehingga merugi­ 
kan keuangan Oaerah dapat dipidana dengan 
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 
dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali 
jumlah pajak yang terutang. 

Pasal 29 

BAB XIV 
KETENTUAN PIDANA 
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aerah, 

r) 7 A--r-~1,(A""1 .z, 0 e-, 
.,___ • /1'-?."7.lJ.;-;";?.' 2".J ' 

Ditetapkan di Pati 
pada tanggal 16 Maret 1998 

TINGKAT II 

Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. 
Daer ah dalam Lembaran penempatannya dengan 

Pasal :Vt 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh 
Bupati Kepala Daerah. 

Pasal -::'Ji 

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati 
Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pajak pertunjukan dan 
Keramaian Umum dinyatakan tidak berlaku. 

maka Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini 

Pasal 32 
KETENTUAN I ENHTUP 

BAB XVI 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidi­ 
kan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan 
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
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Pendapatan 

Dinas kepada beritahukan 

5 Penggolongan Bioskop ditetap 
kan oleh Bupati Kepala Daerah. 
Penyelenggara yang akan menye­ 
lenggarakan pertunjukan kese­ 
nian, pagelaran musik dan tari 
pertandingan olah raga dan 
hiburan lainnya, wajib mem- 

Pasal 

Cukup jelas. 1 s/d Pasal 4 Pasal 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. 

rannya perlu lebih ditingkatkan lagi. Sejalan dengan semakin 
meni ngka tnya pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan 
pada masyarakat serta usaha peningkatan pertumbuhan perekono­ 
mian dae rah, di perl ukan penyediaan sumber-sumbe r Pendapa tan 
Asli Daerah yang hasilnya semakin meningkat pula. 

Dasar pemungutan Pajak Hiburan yang berlaku di Kabupa­ 
ten Daerah Tingkat II Pati, selama ini didasarkan pada Peratu­ 
ran Daerah Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pajak Pertunjukan dan 
Keramaian Umum dan Perubahannya, dengan ditetapkan Undang­ 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, maka Pe~aturan Daerah dimaksud perlu disesuaikan. 

pajak daerah, pengatu- dari Daerah, khususnya yang berasal 
dan pembangunan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli 

pad a II pembiayaan pemerintah Daerah Tingkat 
bertanggungjawab dan dinamis. serasi yang nyata, 

ti tik be r a t 

Daer ah 
dengan 

perkembangan Otonomi Dalam rangka mendukung 

I. PENJELASAN UMUM 

P E N J E L A S A N 
A T A S 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI 
NOMOR 2 TAHUN 1998 

TENTANG 
PAJAK HIBURAN 

• 

, 

\,._..· 



I 

I 

_ I 

Cukup jelas. 

: Surat Paksa adalah surat 
peri ntah membayar utang pajak 
dan biaya penagihan pajak. 

Cukup jelas. 

karena menanggung pajak tidak 
melunasi utang pajak sampai 
dengan tanggal jatuh tempo 
pembayaran. 

Pejabat oleh diterbitkan 

Surat Teguran atau Surat 
Peringatan atau surat lain 
yang sejenis adalah surat yang 

Cukup jelas. 

Pendapatan Daerah Tingkat II 
Pati dengan menyerahkan Foto 
Copy Surat Ijin dari Bupati 
Kepala Daerah. 
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:::_::-ayat (2) dan (3) 

15ayat (1) 

Pasal 

Pasal 

Pasal 

Pasal 6 s/d 1l~ 
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